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Cessie Pengalihan hak tagih atau hak atas kebendaan tak bertubuh
(intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak
bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama.

Composition Plan Rencana perdamaian yang disampaikan oleh Debitur pada saat
proses PKPU atau Kepailitan.

Debitur Pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima
sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar
kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman
kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak
debitur.

Homologasi Pengesahan hakim pengadilan niaga atas persetujuan perjanjian
perdamaian antara debitur dan kreditur konkuren atau kreditur
separatis untuk mengakhiri PKPU atau kepailitan untuk
menghidari debitur pailit.

KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kreditur Separatis Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat
bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat
putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka
tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.

Kreditur Konkuren Kreditur yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan
fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya
dilakukan secara berimbang. Kreditur inilah yang umum
melaksanakan prinsip pari passu prorata parte, pelunasan secara
bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya
piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan
dari seluruh kekayaan debitur.

Pailit Suatu proses kepailitan ataupun PKPU merupakan suatu proses
di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan
untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan,
dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur
tersebut tidak dapat membayar utangnya.

Perjanjian Perdamaian Suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan,
menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak
mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau
mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata).
Definisi lain disebutkan bahwa perdamaian adalah "persetujuan
dengan mana kedua belah pihak atas dasar Baling pengertian
mengakhiri suatu perkara.
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dengan para krediturnya, sehingga debitur dapat menjalankan
kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para krediturnya
dapat dibayar (seluruh ataupun sebagian).

PKPU Sementara Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan
pemberian PKPU tetap, baik debitur maupun kreditur dapat
mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara sesuai
dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU.

PKPU Tetap Apabila PKPU tetap disetujui oleh para kreditur, maka
penundaan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh
melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara
diucapkan. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU,
yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitur akan
diberikan PKPU tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan
pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan
persetujuan kreditur konkuren.

UUK dan PKPU Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran utang.
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